
 

108 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku : 

Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: 

PT. Citra Aditya Sakti. 

Dunn, William N.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Alih Bahasa oleh 

Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan 

Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 

H.A. Dzajuli, H.A. 2009. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia. 

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. 

Jakarta:  Ind-Hill-Co. 

Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebianto. 2015. Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 

N, Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia 

Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press 

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat. 2012. Hukum Administrasi 

Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. 

S, M, Eni. 2006. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta: 

Erlangga. 

S, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara 

Press. 

Sumantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia. 

Syafrudin, Ateng, Suprin Na’a. 2010. Republik Desa Pergulatan Hukum 

Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa. 

Bandung: Alumni. 

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 

Trisantono Sumantri, Bambang. 2011. Pedoman Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia. 



 

109 
 

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Jurnal, Artikel dan Sripsi : 

Adhari, Agus. 2017. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di 

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. dalam Dialogia Lulidca: 

Jurnal Hukum Bisnis dan Inverstasi, Vol. 9 No. 1. 

Al-Anwar, Riki, Asep Saepullah, dan M. Rana. (2024). Implementasi 

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 

Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih 

Jabatan Perangkat Desa. dalam PEMPAKEM, Vol. 2, No. 1. 

Baari, Risniati, Farid Yusuf N. A., dan Nur Izana. (2024). Mekanisme 

Rekruitmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo 

Kabupaten Buton. dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 

Vol. 5, No. 2. 

Blangkejeren, K. G. L. Rangkap Jabatan Kepala Desa Dan Camat 

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah, KGL Blangkejeren - 

repository.ar-raniry.ac.id 

C. Sajangbati, Youla. (2015). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 

2014, Vol. III, No.2. 

D, Sommaliagustina. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. dalam 

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol. 1, No. 

2. 

D. S, Simbolon,  dkk. (2021). Peranan pemerintah desa dalam 

pembangunan infrastruktur, dalam Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, 

No. 2. 

E, Julian. (2022). Analisis Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. dalam Skripsi, 

Universitas Jambi. 

I,  Sandika, dkk. Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia, dalam 

Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1. 

I, Widiya. (2023).  Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa 



 

110 
 

Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). dalam 

Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 

Jafar, Wahyu Abdul. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan 

Hadits. dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 

1. 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1. 

Nuraini, Irwan Nasution. 2019. Kinerja Aparat Desa Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan. dalam 

Jurnal Ilmu Pemerinahan dan Sosial Politik 2 (2). 

Pendri, Agus, Eddy Asnawi, dan Bahrun Azmi. Pelaksanaan Penjaringan 

Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa. dalam Prosiding SEMNASHUM 

Universitas Lancang Kuning. 

R, Yasir. (2023). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pekon Pardasuka 

Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). dalam Skripsi, UIN 

Raden Intan Lampung. 

S, Mahmadatun. Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990. dalam Millah: Journal of 

Religious Studies, Vol. 16, No. 2. 

S, Zuliyah. Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang 

pembangunan daerah, dalam Journal of Rural and Development, 

Vol. 1, No. 2. 

Shofiyah, R., Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Majid, A. B. A.. 2024. 

Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi 

Republik Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum 

Keluarga Islam, Vol. 11, No.1 

Sugiman. (2018). PEMERINTAHAN DESA. dalam Jurnal Hukum, Vol. 7 

No. 1. 

Sujendro, Edy. (2020). Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi 

Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law. dalam Jurnal 

USM Law Review, Vol. 3,No. 2. 

Sumeru, Arif. 2020. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, dalam JKMP, Vol. 4, No. 1. 

Tigar, A. G. 2022. Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti 

Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Esensi Hukum. Vol. 4. No. 2 



 

111 
 

W, Kadri, Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. dalam 

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, No. 2. 

Y, Alfian. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat 

Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten 

Bandung, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 3. 

Z.S.Z, Setiawan. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. dalam Jurnal Cerdas 

Hukum, Vol. 2, No. 1. 

 

Link :  

https://www.scribd.com/document/510964780/PERBUP-NO-33-TAHUN-

2018. diakses pada Sabtu, 28 September 2024 pukul 18.00. 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/ diakses pada pada Minggu, 29 

September 2024 pukul 12.30. 

https://id.scribd.com/presentation/677007481/Perspektif diakses pada Minggu, 29 

September 2024 pukul 12.40. 

https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-

menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli?page=2. diakses pada 

Minggu, 29 September 2024 pukul 13.57. 

https://daerah.sindonews.com/read/282140/29/gkjw-maron-blitar-cerita-

gereja-yang-didirikan-pengikut-pangeran-diponegoro-1609103538. 

diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 15.32. 

 

 

https://www.scribd.com/document/510964780/PERBUP-NO-33-TAHUN-2018
https://www.scribd.com/document/510964780/PERBUP-NO-33-TAHUN-2018
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/
https://id.scribd.com/presentation/677007481/Perspektif
https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli?page=2
https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli?page=2
https://daerah.sindonews.com/read/282140/29/gkjw-maron-blitar-cerita-gereja-yang-didirikan-pengikut-pangeran-diponegoro-1609103538
https://daerah.sindonews.com/read/282140/29/gkjw-maron-blitar-cerita-gereja-yang-didirikan-pengikut-pangeran-diponegoro-1609103538

